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Pemerintahan
Bangkep Sekarat

roses APBD
angkep Masih
Panjang

BANGKEP - Pencairan uang
APBD tahun 2014 Kabupaten
Bangkep masihmembutuhkan

waktu lama. Diprediksi, Uang .

pinjaman (UP) baru bisa dic-
airkansekitarakhirbulan Maret
bahkan ada kabar burung yang
menyebutkanbarubisacairusai
pemilu 2014 nanti.
PltKepalaBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten
Bangkep, HalimahHamidmen-
gatakan, proses APBD Bang-
kep sejauh ini masth dalam ta-
hap penginputan pasca pem-
bahasan tingkat pansus DPRD.
Prosesnyatidaksebentar, ‘Kare-

na penginputan itu semua
SKPD, dan ada perubahan no-
mor rekeningnya,” ujamya.

Usaipenginputan,APBDyang
sudah jadi itu kemudian diba-
wa ke Bupati Bangkep untuk
dikoreksi dan mendapat per-
setujuan. “Setelahitubarudiba-
wa ke provinsi untuk dievalua-
si dandiasistensi, Tahap selan-
jutnya yaitu APBD itu kemudi-
andiserahkankeSKPDmasing-
masing untuk dibuat menjadi
DPA per SKPD,” kata Halimah.

Halimah tidak berani menja-
min kapan pastinya APBD bisa
jalansempurna, pasalnya pros-
es tersebut di dalamnya bukan
hanya angka saja. Sampai akh-
ir triwulan I ini, pemerintahan
daerahkabupatenBangkepber-
jalan tidaknormal, bahkan hisa
disebut sekarat.

Seluruh SKPD sudah menge-

luhkan kesulitan mencari dana
pinjamanmaupuntalanganun-
tuk biaya operasional sehari-
hari. Umumnya biaya listrik,
tagihan telepon, internet, mau-
pun tunggakan koran, Bahkan
disekretariat daerah kantor Bu-
pati Bangkep sampai ada yang
menggadai barang-barang un-
tuk keperluan operasional,
Dana pinjaman itu rawan
korupsi dan kolusi dikarena-
kan ada bunga yang bahkan
bisa mencapai 20 persen. Hal
inilah yang rawan KKN kare-
na pembayaran bunga tidak
diatur dalam APBD. Semen-
tara itu, Kementerian Keuan-
gan telah memberikan teng-
gat waktu hingga Pertengahan
Maret ini untuk melakporkan
Perda APBD setiap daerah. Di
Indonesia, 191 Pemda belum
menyetor laporan APBD baik

di tingkat provinsi maupun ka-
bupaten, salahsatunyaBanggai
Kepulauan.

Dirjen Perimbangan Keuan-
gan Kementerian Keuangan
R, Boediarso mengatakan, ses-
uai dengan Permen Keuangan
nomor 04/PMK/ 2011, pem-
da harus menyampaikan Per-
da APBDnya setlap awal ta-
hun kepada Menteri Keuan-
gan, Jika aturan itu dilanggar
sampaidenganMarettidakdse-
tor, maka sanksi yang diberi-
kan yaitu Kementerian Keuan-
gan akan menunda pencairan
DAU. Sebesar 25 persen darini-
laiyangharusdicairkantiapbu-
lannya. Diketahui DAU Kabu-
patenBangkep telah berkurang
30persenpascapemekaranKa-
bupaten Banggai Laut. Dan ter-
ancamberkurang25persenbila‘
terkena sanksi lagi. (bar/jpnn)




